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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan-temuan yang tertuang dalam Temuan dan 

Pembahasan, maka kesimpulan akhir dari kajian tentang pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Lepadi Kecamatan Pajo 

Kabupaten Dompu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Lepadi telah dilengkapi 

format sesuai lampiran, sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. 

Pemerintah desa menerapkan dan menerapkan prinsip partisipasi untuk 

kepentingan masyarakat dan pada tahap perencanaan menyediakan wadah 

untuk mengungkapkan keinginan, bertukar pikiran dan melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan. 

2. APBDes memiliki akuntabilitas teknis yang cukup namun masih kurang 

akuntabilitas administratif. Oleh karena itu, dukungan dari pejabat 

pemerintah daerah masih diperlukan untuk mengikuti perubahan aturan 

tahunan. Selain itu, perhatian harus diberikan pada adanya hambatan 

seperti pelaporan keuangan yang tidak lengkap dan pelaporan yang 

terlambat, dan pedoman untuk proses pengelolaan keuangan harus 

disediakan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan kesimpulan yang diperoleh, berikut 

beberapa saran dari penelitian yang dapat membantu: 

1. Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan keterlibatan dalam 

memberikan pelatihan kepada aparat desa agar dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya dalam mengelola dana desa. 

2. Persiapan kegiatan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat 

desa perlu diperkuat agar masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam 

program pembangunan desa. 

3. Diharapkan lebih banyak peneliti yang menggali data skema pendanaan 

desa, mengingat untuk menambahkan topik dan latar belakang penelitian 

yang berbeda untuk hasil yang lebih komprehensif. 
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Lampiran 1 

HASIL WAWANCARA 

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Hasanudin 

selaku Sekretaris Desa. 

Wawancara dilakukan pada : 

Hari   : Selasa 

Tanggal  : 11 Juli 2022 

Tempat   : Kantor Desa Lepadi 

 

1. Bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan 

dana desa? 

- Kalo proses perencanaan kegiatan dalam penggunaan dana desa yaitu pada 

bulan 8, 9 dan 10 itu diawalai dengan musyawarah desa dalam penyusunan 

rencana kerja pemerintah desa untuk 1 Tahun berikutnya dan di situ ada 

musyawarah bersama masarakat nanti disusun usulan masing-masing 

pembuatan RKP nanti akan di ringkaskan apa yang yang dikerjakan untuk 

tahun berikutnya. 

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang di berikan pemerintah desa maupun 

Kecamatan dalam pelaksanaan dana desa? 

- Yang pertama dari hasil musyawarah bersama masyarakat untuk di 

tindaklanjuti dalam pembuatan APBDes. Dari APBDes ini kita ajukan 

pencairan anggaran ke Kecamatan yang di tanda tangani oleh kepala desa dan 
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setelah pencairan anggaran ini dari tingkatg kecamatan maupun BPD yang 

ada di desa ini akan melakukan pengawasan mulai dari tahap pencairan, 

pelaksanaan sampai selesai pekerjaan mereka tetap akan memantau dan 

melaksanakan pengawasan apa yang menjadi usulan masyarakat pada saat 

penyusunan APBDes. 

3. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat mengena 

perencanaan penggunan dana desa? 

- Kalau keterbukaan untuk perencanaan penggunaan dana desanya nanti kita 

membuat tim, tim penyusun rencana kerja yang akan menggunakan anggaran 

desa itu. Tim ini terdiri dari pemerintah desa itu sendiri maupun bersama 

kepala BPD kewilayahan/ kepala dusun yang masing-masing mewakili dusun 

agar sama-sama merencanakan pelaksanaan penggunaan anggaran desa ini. 

Bahkan sampai pelaksanaannta pun ada papan informasi dan nanti juga akan 

di lakukan audit untuk BPD bersama masyarakat dan akhirnya nanti akan 

dilaporkan secara terbuka di hadapan masyarakat oleh kepala desa. 

4. Bagaimana daya tanggap pemerintah desa terhadap masukan atau laporan yang 

diberikan masyarakat? 

- Kalau dari pemerintah desa sendiri apapun yang jadi tanggapan/ harapan 

usulan dari masyarakat. Pemerintah desa akan terima dan akan 

mencantumkan masukan dan usulan dalam rencana kegiatan desa baik di 

tahun yang berjalan maupun di tahun berikutnya. 
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5. Bagaimana proses daya tanggap dari pemerintah desa saat perencanaan kegiatan 

yang di usulkan oleh masyarakat? 

- Kalau rencana yang diusulkan masyarakat pemerintah desa langsung 

menuangkan dalam artian APBDes yang akan demasukan ke APBDes itu 

sendiri, kalau memang kegiatan itu memang betul-betul dibutuhkan oleh 

masyarakat/kleberadaan yang mendesak oleh pemerintah desa akan 

secepatnya melaksanakan atau bahkan bisa merubah APBDes kalau memang 

itu sangat mendesak. 

6. Apakah kepala desa sebagai peran penting dalam desa memiliki hak untuk 

menentukan skala prioritas atas penggunaan dana desa?\ 

- Kalau kepala desa sebagai penggunaan anggaran yang memiliki visi dan misi, 

pada saat mencanlonkan diri sebagai kepala desa. Otomatis apa ynag menajdi 

visi dan misi itu dituangkan dalam RPJM Desa yang akan menjadi prioritas 

pelaksanaan penggunaan anggaran desa. Jadi, otomatis kepala desa memiliki 

hak untuk menentukan namun tetap  

7. Bagaimana mekanisme aparat pemerintah desa Lepadi dalam pengelolaan desa 

yang menjamin standarisasi? 

- Jadi, kalau menjamin standarisasi oleh perangkat desa. Ya mulai dari RT, 

Kepala Dusun, Aparat Desa, Kepala Desa dan berkombinasi bersama pihak-

pihak Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan dengan standarissi itu 

berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. 
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8. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan dana 

desa? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat? 

- Sangat banyak sekali partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

pembangunan desa yang pertama mereka pada saat pelaksanaan pengelolaan 

pembangunan keuangan desa. Pembangunan keuangan desa mereka 

berpartisipasi baik dalam mensukseskan segala kegiatan dengan cara mereka 

membebaskan lahan-lahan mereka untuk kebutuhan pembangunan maupun 

dalam program-program, terutama pencegahan covid-19 mereka sangat 

berpartisipasi dalam kegiatan yang di maksud dengan cara vaksinasi maupun 

sosialisa, merek sangat antusian sekali melakukan kegiatan tersebut. 

9. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa? 

- Kalau kesulitan dalam pengelolaan dana desa sebenarnya tidak terlalu sulit 

karena sudah di atur secara detail dari semua peraturan-peraturan Bupati, 

peraturan Desa bahkan pertauran-peraturan Pemendagri. Kadang yang 

menjadi kendala adalah isitlahnya adanya mis komunikasi itu sendiri, adanya 

perbedaan pendapat dan kadang-kadang juga perencanaan yang menjadi 

salah satu yang menghambat adanya proses pembangunan desa itu sendiri. 
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Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Rohayu selaku 

Masyarakat Desa Lepadi. 

Wawancara dilakukan pada: 

Hari   : Kamis 

Tanggal  : 13 Juli 2022 

Tempat   : Rumah Ibu Rohayu 

1. Apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Lepadi dengan 

adanya penyerapan anggaran melaui bidang infasturktur? 

- Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lepadi adalah masyarakat 

dapat menikmati hasil sarana dan prasanana yang telah di bangun oleh 

pemerintah desa. 

2. Bagaimana hubungan/keterlibatan pemerintah, masyarakat serta pihak ketiga 

dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun 2020-2021? 

- Sebenarnya untuk istilah pihak ketiga itu sudah tidak berlaku di Desa 

Lepadi. Karena dalam pembangunan tidak boleh dipihakkan ketiga harus 

penduduk Desa Lepadi sendiri yang melakukan karena untuk perputaran 

ekonomi. 

3. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020-2021? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan 

masyarakat? 

- Bentuk partisipasinya dari turut ikut serta dalam musrengbang dan saat 

pembangunan itu dilakukan secara swakelola gotong royong. 
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4. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun nonfisik 

juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat? 

- Kalau rapat evaluasi itu hanya melibatkan aparat pemerintah Desa Lepadi, 

BPD, LPM, tim pendamping desa/kecamatan dan inspektorat itu saja. 
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Lampiran 2 

 

DOKUMENTASI WAWANCARA 
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Lampiran 3  

 

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN INFASTRUKTUR DESA 
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Lampiran 4 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020 
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Lampiran 4 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


